
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang : a. bahwa
UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah,
sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali
UndangNomor 12 Tahun 2008
tentangPerubahanKedua
tentangPemerintahan Daerah
mengajukanRancanganPeraturan
DaerahtentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapata
ndanBelanja Daerah
Daerah (DPRD) berupalaporankeuangan yang
telahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan paling lambat 6
(enam) bulansetelahtahunanggaranberakhir;

b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf
a, perlu
tentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapatandanB
elanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah TahunAnggaran 201

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang
Tahun 1945;

2. Undang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

1

BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 201

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

bahwa berdasarkanketentuandalamPasal 184 ayat (1) Undang
UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah,
sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali
UndangNomor 12 Tahun 2008
tentangPerubahanKeduaatasUndang
tentangPemerintahan Daerah
mengajukanRancanganPeraturan
DaerahtentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapata
ndanBelanja Daerah (APBD) kepadaDewanPerwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) berupalaporankeuangan yang
telahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan paling lambat 6
(enam) bulansetelahtahunanggaranberakhir;

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf
a, perlumenetapkan
tentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapatandanB
elanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah TahunAnggaran 201

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 20
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN2014

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

berdasarkanketentuandalamPasal 184 ayat (1) Undang
UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah,
sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang
UndangNomor 12 Tahun 2008

Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004
tentangPemerintahan Daerah, Kepala Daerah
mengajukanRancanganPeraturan
DaerahtentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapata

(APBD) kepadaDewanPerwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) berupalaporankeuangan yang
telahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan paling lambat 6
(enam) bulansetelahtahunanggaranberakhir;

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf
menetapkanPeraturan Daerah

tentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapatandanB
elanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah TahunAnggaran 2013

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

berdasarkanketentuandalamPasal 184 ayat (1) Undang-
UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah,

terakhirdenganUndang-
UndangNomor 12 Tahun 2008

UndangNomor 32 Tahun 2004
Kepala Daerah

DaerahtentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapata
(APBD) kepadaDewanPerwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) berupalaporankeuangan yang
telahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan paling lambat 6

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf
aturan Daerah

tentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapatandanB
3;

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

00 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004
tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

10. PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005
tentangSistemInformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005
tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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13. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2006
tentangPelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor5Tahun
2012tentangAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Kabupaten
Bangka Tengah TahunAnggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012Nomor 173);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor7 Tahun 2013
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tengah Tahun 2013 Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAHKABUPATEN BANGKA TENGAHTAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

PertanggungjawabanpelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja
Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah TahunAnggaran
2013berupalaporankeuangan yang memuat:
a. LaporanRealisasiAnggaran;
b. Neraca;
c. LaporanArusKas; dan
d. CatatanatasLaporanKeuangan.
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